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Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum
pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya
dengan berpedoman pada prinsib Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi 5 (lima)
Pilar Utama vaitu ;

2. Transparansi (fransparancy)

b, Akuntabilitas (akuntability)

c. Pertanggungjawaban (responsibility)

d. Indenpedensi (indepedency)

Kewajaran (fairness)

o

Meningkatnya jumlah produk dan kompleksitas usaha yang semakin maju harus diimbangi
dengan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan Good Corporate Governance secara
berkesinambungan dari waktu ke waktu, semakin baik dalam pelaksanaan GCG tentu akan
memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan BPR ke depan.

Latar Belakang

Bank Perkreditan Rakyar yang disingkat BPR merupakan Bank yang dalam aktivitasnya
menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan menyalurkannya kembali
dalam bentuk kredit.

BPR sebagai fungsi perantara antara yang menyimpan dana dan yang membutuhkan dana harus
mengimplementasikan prinsib-prinsib tata kelola yang baik dalam setiap aspek pengelolaan
perusahaan. BPR. menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur
dari performa keuangan dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal
perusahaan vaitu etika yang berlaku umum dan Good Corporate Governance,
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Guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan, BPR menetapkan komitmen untuk
menjalankan sistem perbankan yang schat dengan berlandaskan pada penerapan tata kelola
(Good Corporate Governance). Melalui implementasi prinsib-prinsib GCG secara konsisten dan
berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan corporaie value dan kepercayaan pasar.
Hal ini dilakukan agar BPR memiliki daya saing kuat serta mampu menjaga keberlangsungan

usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Fungsi Pedoman Kebijakan dan Prosedur Penerapan Tata kelola

Sebagai pedoman pelaksanaan penerapan tata kelola atau Good Corporate Governance (GCG)
haei PT BPR Mitra Gema Mandini sehingga dapat meningkatkan kinerja BPR, melindungi
pemanghi Kepentingan (stakeholder), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada aktivitas operasional BPR

Dasar Hukum Kebijakan Penerapan Tata Kelola

Dasar penyusunan penerapan tata kelola PT BPR Mitra Gema Mandiri adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang
¢ U No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diberlakukan sejak diundangkan
yaitu tanggal 16 Agustus 2007
¢ UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

2. Peraturan Pemerintah

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK 03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi
Bank Perkreditan Rakyat yang diberlakukan sejak tanggal 1 April 2015
s Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEQJK.03/2015 tanggal 10 Maret 2016
tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat
» Peraturan Otontas Jasa Keuangan No. 3/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015
tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Perkreditan Rakyat
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Ruang Lingkup Penerapan Tata Kelola
Ruang lingkup pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang dilakukan di BPR Mitra
Gema Mandini meliputi beberapa aspek kegiatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

kegiatan perbankan secara keseluruhan.

Tujuan penetapan ruang lingkup ini untuk memberikan kejelasan kepada semua pihak dalam
organisasi BPR di dalam melaksanakan prinsib-prinsib Good Corporate Governance sehingga
lebih fokus pada hal-hal yang memang diatur dalam GCG.

Adapun lingkup dan Penerapan Tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG) tersebut

dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Pengertian dan Tujuan Good Corporate Governance (GCG)
Pengertian Umum
Menurut POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Penerapan Tata
Kelola Bank Perkreditan Rakyat dikatakan bahwa Good Corporate Govermance (GCG)
adalah suvatn tata kelola bank vyang menerapakan prinsib-prinsib keterbukaan
{(fransparancy), akuntabilitas (accouniability), pertanggungjawaban (responsibility),
independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut diatas memberikan gambaran yang
jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib
melaksanakan prinsib-prinsib Good Corporate Governance (GCG) di dalam setiap
kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Penerapan Tata Kelola atau prinsib-prinsib Good Corporate Governance (GCG)
dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan
kebijakan dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh bagian.

2. Tujuan Penerapan Tata Kelola
Tujuan utama dari Penerapan Tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG) yaitu
untuk meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan stakeholder, dan
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meningkatkan kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
berdasarkan 5 (lima) Pilar Prinsip Dasar Good Corporate Governance (GCG)

Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG) oleh BPR
bertujuan untuk
s Mendukung pencapaian visi dan misi BPR
* Mendukung pencapaian fujuan perusahaan melalui peningkatan kinerja yang
signifikan
= Memaksimalkan nilai perusahaan
» Memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan stakeholder lainya bahwa
kepengurusan dan pengawasan BPR. dijalankan secara profesional
» Menjamin kesehatan dan kemajuan BPR secara berkesinambungan
* Memberikan pedoman bagi dewan komisaris, direksi, dan karvawan BPR dalam
mejalankan tugas pekerjaannya
= Mendukung pengelolaan sumber daya BPR secara lebih efisien dan efektif
»  Mengoptimalkan hubungan risk return yang konsisten dengan strategi bisnis
» Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan BPR yang
didasari pada prinsib-prinsib GCG
* Mendukung penetapan kebijakan BPR vang didasari oleh prinsib-prinsib GCG

3. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan penerapan tata kelola
Terselenggaranya pengelolaan BPR. yang sehat dan berkualitas berdasarkan Penerapan
Tata Kelola atan prinsib-prinsib dasar Good Corporate Governance tenti akan menjadi
tujuan bagi setiap pengurus mavpun pemegang saham. Tingkat keberhasilan dalam
pengelolaan usaha BPR akan melibatkan banyak pihak mulai dari karyawan, direksi,
dewan pengawas hingga masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan.

Oleh karena banyaknya pihak yang sangat berkepentingan dengan Penerapan Tata Kelola
atau Good Corporate Governance, maka pihak manajemen BPR telah mengatur lebih
lanjut antara lain sebagai berikut :
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Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola atau Good Corporate Govemance
secara umum termasuk kebijakan direksi yang menetapkan penerapan prinsib-prinsib

tata kelola bank yang benar.

. Direksi

Direksi mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan Tata Kelola Bank yang sehat
serta memastikan bahwa prinsib dasar GCG telah berjalan dengan baik sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan vang berlaku. Untuk memastikan bahwa prinsib-
prinsib dasar GCG telah berjalan dengan baik direksi dapat memantau secara
langsung melalui hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern (SKALSPI} maupun

melalui mekanisme pengawasan yang ditetapkan direksi.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAL/SPI)

Satuan Audit Intern (SKAI/SPI) harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif
dalam meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan Penerpana Tata Kelola atau Good
Corporate Govermance (GCG) melahn pemeriksaan dan pengawasan secara
berkesinambungan guna memastikan bahwa Good Corporate Governance telah
dilaksanakan dengan baik oleh seluruh bagian dalam organisasi BPR dan telah sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat dan Karyawan BPR

Setiap jajaran dalam organisasi BPR wajib memahami dan melaksanakan Penerapan
Tata Kelola atau prinsib-prinsib Good Corporate Governance secara menyeluruh di
masing-masing unit kerja dalam organisasi BPR. Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola
atan Good Corporate Governance vang efektif akan mendorong karyawan untuk
melaksanakan prinsib-prinsib GCG secara benar dan menyeluruh di dalam

pelaksanaan tugasnya.
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5. Pihak-pihak Ekstern
Pihak eksternal yang berkepentingan dengan pelaksanaan Penerapan Tata Kelola atau
Good Corporate Governance antara lain Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa
Kevangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pusat Pelaporan Analisa
Transaksi Keuangan (PPATK), Akuntan Publik, maupun pihak-pihak lain yang tentu
sangat berharap agar prinsib-prinsib dasar GCG dapat diterapkan secara benar dan
bertanggungjawab sehingga mampu mewujudkan kondisi bank vang sehat.

Laporan pelaksanaan Penerapan Tata Kelola atau Good Corporate Governance BPR Mitra
Gema Mandiri disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015
tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok
laporan Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri tahun 2017 :
1. Hasil penilaian sendiri (self assesment) atas penerapan tata kelola
2. Kepemilikan saham anggota direksi serta hubungan keuangan dan/atan hubungan keluarga
anggota direksi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi lain dan/atau pemegang
saham BPR
3. Kepemilikan saham anggota dewan komisaris serta hubungan kevangan dan/atau hubungan
keluarga anggota dewan komisaris dengan anggota dewan komisaris lain, anggota direksi
dan/atau pemegang saham BPR
Paket/kebijakan rumenerasi dan fasilitas lain bagi direksi dan dewan komisaris
Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah
Frekuensi rapat dewan komisaris
Jumlah penyimpangan iniem yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR
Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR
Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
10, Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politk, balk nominal maupun
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penerimaan dana
A. Hasil Penilaian Sendiri (self assesment) Penerapan Tata Kelola

Berdasarkan hasil self assesment tahun 2017 PT BPR Mitra Gema Mandiri memperoleh
nilai komposit 2,25 atau dengan predikat baik, dimana rincian peringkat



untuk masing-masing faktor serta nilai komposit hasil self assesment adalah sebagai

berikut :

No Faktor Bobot| Peringkat| Nilai
1|Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi 20 3,13] 0,63
2|Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan Komisans 15 2,75] 041
3|Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite 0 0 0
4|Penanganan benturan kepentingan 10 2,51 0,25
5|Penerapan fungsi kepatuhan BPR 10 2.5] 025
6|Penerapan fungsi audit intern 10 1.94] 0,19
7|Penerapan fungsi audit ekstern 2,5 0,18} 0.00
" Penerapan manajemen resiko termasuk sistem

pengendalian intern 10 2.63] 0,26
9{Batas maksimum pemberian kredit 7.5 1.54] 0,12
10|Rencana bisnis BPR. 1.5 0,96 0,07
1 Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta
pelaporan internal 7,5 0.63] 0,05
Nilai Komposit 100 18,63 2,24
Predikat Baik

B. Kepemilikan saham anggota direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan
keluarga anggota direksi dengan angoota dewan komisaris, anggota direksi lain
dan/atau pemegang saham BPR

Susunan Anggota Direksi PT BPR Mitra Gema Mandiri pada tahun 2017 adalah sebagai
benkut :

1. Asep Rip Rip menjabat sebagai Direktur Utama

2. Andri Diana Dewi P menjabat sebagai Direktur

Anggota Direksi tersebut diatas tidak mempunyai kepemilikan saham pada PT BPR
Mitra Gema Mandiri.

Anggota Direksi PT BPR Mitra Gema Mandiri tidak mempunyai hubungan keuangan
dan/atau hubungan keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris,
Anggota Direksi lain dan/atan Pemegang Saham.



C. Kepemilikan saham anggota dewan komisaris serta hubungan keuvangan dan/atau
hubungan keluarga anggota dewan komisaris dengan anggota dewan komisaris

lain, anggota direksi dan/atau pemegang saham BPR

Susunan Anggota Dewan Komisaris PT BPR Mitra Gema Mandiri pada tahun 2017
adalah sebagai berikut ;
-

2. Fatkhurrohman menjabat sebagai Komisaris

Anggota Dewan Komisaris tersebut diatas tidak mempunyai kepemilikan saham pada PT
BPR Mitra Gema Mandiri.

Pada tahun 2017 PT BPR Mitra Gema Mandiri belum memiliki Komisaris Utama karena
sedang dalam proses pengajuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan di Otoritas Jasa
Keuangan (OJK). Anggota Dewan Komisaris PT BPR Mitra Gema Mandiri tidak
memepunyai  hubungan keuengan dan/atan hubungan keluarga Anggota Dewan
Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pemegang
Saham

D. Paket/kebijakan rumenerasi dan fasilitas lain bagi direksi dan dewan komisaris

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang yang diterima Anggota Direksi dan
Anggota Dewan Komisaris PT BPR Mitra Gema Mandiri adalah sebagai berikut |
1. Remunerasi yvang diterima Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
a. Direktur Utama sebesar Rp 7.650.000.- per bulan
b. Direktur sebesar Rp 5.900.000.- per bulan
¢. Komisaris Utama sebesar Rp -
d. Komisans sebesar Rp 2.300.000,- per bulan
2. Fasilitas yang diterima Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
a. Direksi berhak atas uang makan lembur sebesar Rp 25.000.- apabila
melaksanakan kerja lembur lebih dari dua jam.
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b. Direksi setiap tahun berhak mendapatkan seragam tiga stel dengan maksimal
sebesar ;
s laki-laki @ Rp 400.000,-
« Perempuan @ Rp 500.000,-
Direksi setiap tahun berhak mendapatkan sepatu dengan nilai maksimal Rp
350.000.-
. Direksi berhak atas tunjangan jabatan yang diberikan setiap bulan bersamaan
dengan tangpal penggajian vaiin sebesar :
s Dirgktur Utama sebesar Rp 1.000.000,-
* Direktur sebesar Rp 700.000,-
Direksi berhak atas tunjangan olah raga yang diterima setiap bulan bersamaan
dengan tanggal penggajian yaitu sebesar Rp 200.000,-
Direksi berhak atas fasilitas handphone. Pengulangan pembelian handphone dapat
dilaksanakan apabila handphone vang sebelumnya telah habis nilai
penyusutannya. Harga handphone maksimal sebesar Rp 3.500.000.-
. Direksi berhak atas tunjangan komunikasi untuk pembayaran pulsa handphone.
Besarnya tunjangan komunikasi untuk direksi sebesar Rp 400.000.- setiap bulan
. Direksi dan keluarga berhak atas penggantian untuk perawatan di rumah sakit.
Perawatan rumah sakit ditujukan untuk istri atau suami direksi/anak direksi,
penggantian dari BPR Mitra Gema Mandiri dengan menunjukkan dokumen
pendukung yang menyatakan bahwa perusahaan/instansi istri/suami bekerja tidak
memberikan penggantian perawatan di rumah sakit. Batas maksimum penggantian
perawatan rumah sakit dalam setahun sebesar Rp 20.000.000,-
Direksi berhak atas penggantian biaya bersalin sampai anak ke dua atau kelahiran
kedua tanpa mempertimbangkan kelas perawatan dengan ketentuan maksimal Rp
3.000.000,-. Apabila persalinan harus dilakukan dengan operasi caesar maka
besamya penggantian Rp 6.000.000,-.
Direksi berhak atas penggantian kacamata (frame dan lensa) dua tahun sekali
sebesar Rp 750.000.-
Direksi berhak atas tunjangan pernikahan sebesar Rp 2.000.000,-
Direksi berhak atas penggantian perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai
berikut :
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s [ang saku : Rp 500.000,- per hari
» Transportasi : Darat dan/atau udara
e Hotel (maks) : Rp 500.000 - per han
s Laundry (maks) : Rp 50.000.- per harn
m. Direksi berhak atas nang duka sebesar Rp 2.000.000.-. Apabila direksi meninggal
dunia maka santunan kematian diberikan kepada ahli waris berupa :
* Biaya penguburan Rp 1.500.000
* Honor selama 3 bulan berfurut-turut
n. Dewan Komisaris setiap tahun berhak mendapatkan seragam tiga stel dengan nilai
maksimal sebesar @ Rp 400.000,- per Komisaris
0. Dewan Komisaris setiap tahun berhak mendapatkan sepatu dengan nilai maksimal
Rp 350.000,- per Komisaris
p. Dewan Komisaris berhak atas tunjangan jabatan yang diterima setiap bulan
bersamaan dengan tanggal penggajian. Besarnya tunjangan jabatan tersebut adalah
sebagai berikut :
¢ Komisaris Utama Rp 700.000.-
» Komisaris Rp 500.000,-
q. Dewan Komisaris berhak akan tunjangan komunikasi yaitu sebesar Rp 300.000.-
setiap bulan
r. Dewan Komisaris berhak atas penggantian perjalan dinas dengan ketentuan
sebagai berikut :
» Uang saku : Rp 500.000,- per hari
» Transportasi : Darat dan/atau udara
» Hotel (maks) : Rp 500.000,- per har
e Laundry (maks) :Rp 50.000,- per hari
5. Dewan Komisaris berhak atas uang duka sebesar Rp 2.000.000,-. Apabila
Komisaris meninggal dunia maka santunan kematian diberikan kepada ahli waris
berupa :
+ Biaya penguburan Rp 1.500.000,-
» Honor selama 3 bulan berturut-turut
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E. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan kepada pegawai yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,
termasuk tunjangan bagi karyawan atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah

dilakukan,

Berikut ini adalah rasio gaji tertinggi dan terendah di BPR Mitra Gema Mandin :
1296
:1.29:
:0.00:
:332;
= 1,99

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah
Rasio gaji direksi yang tertinggi dan terendah adalah

v W

F. Frekuensi rapat dewan komisaris

Belum ada risalah rapat dan dokumentasi rapat Dewan Komisaris BPR Mitra Gema
Mandiri yang dilaksanakan selama tahun 2017.

G.Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR
Selama periode tahun 2017 tidak ada penyimpangan/kecurangan (internal [fraud) yang

dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, karyawan tetap, dan/atau karyawan tidak
tetap (honorer dan outsourcing) sebagai mana tabel dibawah ini :

Rasio gaji komisaris yang tertinggi dan terendah adalah
Rasio gaji direksi tertinggi dan komisaris tertinggi adalah
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah

1

1
1
1



Internal Fraud Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh
Dhreksi wan Komisaris| Pegawai Tetap [Pegawai Tdk Tetap
Dal :
alam 1 Tahun - =TS 5076 T 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017
Total Frand 0 0 ] ] 0 0 0 0
Telah Miselezaikan 0 0 0 0 0 i 0 {
Dalam Proses
Penvelesaian
a ] 0 1]
Internal BPR aspek- [:I ¢ : g ¢
aspek legalitas.
Belum Dullpayakan 0 0 0 0 0 0 0 0
Penyelesaiannya
Telah
Ditindaklanjuti
Melalui Proses 0 0 0 0 0 1] 0 ]
Hukum

H. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR

Selama periode tahun 2017 tidak ada permasalahan hukum di BPR Mitra Gema Mandiri,

sebagai mana tabel dibawah ini :
- Jumlah
Permasalahan Hukum oo | Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap) 0 0
Dalam proses penyelesaian 0 0
Total

I. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Selama periode tahun 2017 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan
di BPR Mitra Gema Mandiri, sebagai mana tabel dibawah ini :

Nama dan Jabatan Pihak iy
No Memiliki Bentu Nasa e Justan Jenis Transaksi Nilai Keter
yare ) a Pengambil Keputusan Transaksi i
Kepentingan
1 1] 0 0 0 0
2z 0 0 0 ] {
3 0 0 0 0 0
4 ] 0 ] 0 0




J. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan pelitik, baik nominal maupun

penerimaan dana

Selama periode 2017 BPR Mitra Gema Mandiri melakukan pemberian dana untuk

kegiatan sosial sebagai mana tabel di bawah ini :

No Nama Penerima Jumlah/Nominal Tanggal
1|{Kantor Desa Ajibarang Kulon 100.000,00 11 Agustus 2017
2| Kantor Desa Kaliputih 442.500,00 21 Agustus 2017
3| Kantor Desa Pancasan 100.000,00 13 Desember 2017

Purwokerto, 12 April 2013

ASEP RIP RIP
Direktur Utama
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LAMPIRAN

Laporan Penilaian Sendiri ( Self Assessment)

Penerapan Tata Kelola
BPR MITRA GEMA MANDIRI
PROFIL BPR . N )
Nama BPR. BPR Miira Gema Mandiri
| Alamat BPR IL. Yos Sudarso Ruko Blok A.5 Karanglewas Lor,
Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas
Posisi Laporan | 2017
Modal Inti BPR Rp 867.620.547,00
Total Aset BPR Rp 15.066.397.311,00

| Bobot Laktor | B




Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment ) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri
Tahun 2017

Mo Faktor Babot Peringkat Milai
1| Pelsksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 20 2.73 0.55
2| Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 15 3.02 045
3| Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite 1] - -
4|Penanganan benturan kepentingan 10 1.34 0.13
5| Penerapan fungsi kepatuhan BPR 10 1.94 Q.20
6| Penerapan fungsi audit intern 10 1.74 017
7l Penerapan fungsi audit ekstern 2.5 0.18 0.00
&l Penerapan manajemen risika termasuk sistem pengendalian intern®) 10 2.05 0.20
9| Batas makelmum pemberian kredit 7.5 1.54 0,12
10| Rencana bisnis BPR 7.5 0.96 Q.07
11 Transparansi kandisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal 75 0.68 0.05
Milai Kemposit 1044 16.22 1.95
Predikat Baik
Mo Milai Komposit Peringkat Kompaosit
1|10 = Nilai Komposit< 1,8 Sangat Baik
21,8 < Nilai kemposit < 2,6 Baik
312,6 = Milai Xomposit < 3,4 Cukup Baik
4134 < Nilal Komposit < 4,2 Kurang Baik
54,2 < Nilai Kompasit < 5,0 Tidak Baik




Laporan Penilaian Sendir {Seif Assessment ) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

M

KriteriafIndikator

5B

A

K

TB

Dikali dengan bobat Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola [5): 50%

- KETERANGAN
(| (2 ] (31 ] (4 | (8
Pelaksanzaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
A Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5)

1} BPR dengan madal int paling sedikit RpS0.000.000.000,00 (lima puluh

frvdlyar rupiah):

Iurnlah anggota Direksi paling sedikit 3 {tiga) orang, dan salah satu

anggota Direksi bertindak sebagal Direktur yang membawahkan fungsi

kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dan RpS0.000.000.000,00 (lima pulub

milbyar rupsah):

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salzh satu Salah satu anggota
anggota Direksi bertindak sebagal Direktur yang membawahian fungsi Direksi sedang dalam
kepatuhan. ? proses pengajuan PEK

2} Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang Anggota Direksi
sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, bertempat tinggal di
atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan 3 kota/kabupaten yang
kotakabupaten pada provins lokasi Kantor Pusat BPR, sama.

3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Nen Anggota Direks tidak
Bank dan/atau lembaga lain {partai politik atau organisasi 3 merangkap jabatan.
kemasyarakatan).

4] Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau Anggota Direksi tidak
semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesarma anggota Direksi 3 memiliki hubungan
dan/atau anggots Dewan Komisaris. keluarga.

5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/stay penyedia [rirekesi ticak
jasa profesional sebagai konsultan kecuall memenishi pessyaratan yaity menggunakan
untuk provek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik penasihat perorangan
proyeknya membutubkan adanya kensultan; telah didasari oleh dan/fatau penyedia
kontrak yang jelas meliputi ingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk 3 jasa profesional
yang dihasilkan, dan [angka waktu pekerjaar, serta baya; dan sebagal konsultan.
perorangan dany/atau penyedia jasa profesional adalah plhak
independen yang memiliki kualiftkasi untuk proyak yang bersifat
khusus dimaksud.

&) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan Crirektur Litama telsh
telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Iulus Liji Kemampuzan
Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatanmya. dan Kepatutan,

5 sedangkan Direkiur
sedang dalam proses
pergajunn PKK

R axl | bx2 | cx3 | dx4 | ex5
Jumlah jawaban pads Skala Penerapan = 5 13.0 = 100
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penarapan - - ao) -~ S0.0
Total nilal untuk seluruh Skala Penerapan 86
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumiah pertanyaan (5): 6 14

7.2




Laparan Penilaian Sendiri (Self Assessment ) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

Mo Kriteria,/Indikator 58 B B K TR KETERANGAN
Wl @ lalml s
1| Palaksanaan Tugas dan Tanpgung fawakb Direksi
B. Proses Penerapan Tata Kelola (F)

7] Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen Dareksi dalam
dan tidak membserikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan melaksanakan tugas
petgalihan tugas dan wewenang tanpa batas, 3 dan tanggung

jawabnya secara
indepanden.

#) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Direksi kurang
Eksekutif vang ditunjuk sebagal auditor intern, auditor ekstern, dan i maksimal dalam
hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atay hasil pengawasan mienindakianjuti
atoritas lain. LR,

9] Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, skurat, terkind, Direkst menyedizkan
dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, data dan informasi

3 |kepada Dewan
Komisaris.

10! Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilzkukan Direksi mengutamakan
berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak musyawarah mutakat
tercapai musyawarah mufakat, atau sesual ketentuan yang berlaku 3 dalam pengambilzn
dengan mancantumkan dissenting opimion jika terdapat perhedaan | kepurtusan,
pendapat.

11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, Direksi, tdak
dan/atau pihak lain yang depat merugikan atau mengurangi menerima Keuntungan
keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima 3 pribadi dari BPR selain
keuntungan pribadi dari BPR, selain remunarasi dan tasilitas lainnya vang ditetapkan RUPS
yang ditetapkan RUPS.

17} Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan Direksi kurang
dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan miaksirnal dalam
perkembangan terkini terkait bidzang keuangan/lzinnya yang rangka pengembangan
mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh 1 kusalitas S0M
tingkatan atau jenjang organisas antara lain dengan peningkatan
kelkutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatiban dalam rangka
pergembangan kualitas individu,

13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang | Direksi kurang
dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawsbnya, antara rnaksimal dalam
Izin pemahaman atas ketentuan mengenal prinsip kehati-hatisn, 4 mengimplementasikan

kompetensi yang
dimiliki.

14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja Direksi belum memiliki
anggota Direksi vang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu dan melaksanakan
kerja, dan peraturan rapat. 4 pedoman dan tata

tertib kerja anggota
Direksi dengan baik.
lumlah jawaban pada Skala Penerapan Laxd ) b2 “11 g "‘145 ex3
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan - = 360 ) &40 =
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 100
Parhitungan rata-rata dengan dibagi jumnkah pertanyaan (P): 8 13
Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 405 5.0




Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment ) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema handiri

Kriteria/Indikator

sB

CH

Mo
T O O 0N G Db
1|Pelaksanasn Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
15 Direksi mempertanggungizwabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi
pamegang saham melalul RUPS. mempertanggung
|awabkan pelaksanaan
] tugasnya kepada
pemegang saham
melalul RLUPS.

16] Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawal mengenai kebijakan Direksi kurang

strategls BPR di bidang kepegawaian maksimal dalam
mengkormunikasikan
4 kebijakan di bidang
kepegawaian kepada
seluruh pegawai
71 Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan Belum ada risalah
dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions e rapat dan dokurmentasi
vang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibegikan kepada seluruh Direksi. yang baik.

18] Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Bedum terlihat
Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolazn BPR yang ditunjukkan peningkatan
antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalzhan pengetahuan,
yang dihadapl BPR, dan pencapalan hasil sesuai ekspektasi stakeholders. 4 keahlian, dan

kemampuan anggota
Direks dan seluruh
pegawal,
19] Direksl menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Laparan Penarapan
Kzuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 {satu} kantor media atau Tata Kelola BPR Mitra
rrajalah ekonomi dan keuangzn sesuai ketentuan. 4 Gema Mandiri mhun
2016 telah
disampaikin kepada
[al]

Jumilah jawaban pada Skala Penerapan axl | bx2 -l::ltEI-Eil d:u-ia E:Es

Hasil perkallan untuk masing-masing Skala Penarapan = 10| 32.0]) 250

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 75

Perhiturgan rata-rata dengan dibagi jumiah pertanyaan (H): 5 15

Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10% 1.5

Penjumiahan 5+ F+H 13.7

273

Total Penilaian Faktor 1 Dikafikan dengan bobot Faktor 1: 20%
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Mo Kriteria/Indikator 5B B [ol:] K T8
T T T T O i
7| Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawah Dewan Komisaris
A, Struktur dan infrastruktur Tata Keloka (5]

1) BPR dengan modal inki paling sedikit RpS0.000.000.000,00 (fima puluh

nvikyar rupiah):

Jumlah anggota Dewan Komisarks paling sedikit 3 (tiga) orang.

EPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 {lima puluh

milyar rupiah):

Jurmlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 {dusa) orang. Salah satu anggota
[ewan Komisaris

;. sedang dalam proses

pengajuan PEK.

7] lumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumiah anggota Salah satu anggota
Direksi sesual ketentuan. 4 Diireksi sedang dalam

prmses pengajuan PRE.

3] Seluruh anggota Dewan Komisaris tislah iutus Lji Kemampuan dan Salah satu anggota
Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS, Dalam hal BPR Dawan Xomisaris
memperpanjang masa [abatan anggeta Dewan Komisaris, RUPS yang 5 |sedang dalam proses
menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris pengajuan PKK
dilakukan sebefum berakhirmya masa jabatan.

a] Paling sedikit 1 {satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal d Satu anggota Dewan
provinsl yang sama atau di kotakabupaten pada provinsi kzin yang - Komisaris bertempat
berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. tinggal di provins yang

sama.

5] BPR memiliki Komisaris Independan:

a, Untuk BPR dengan modal intl paling sedikit Rp&0.000.000.000,00

[delapan puluh milyar rupizh) paling sedildt 50% (lima puluh persen)

dari jumiah anggota Dewan Kemissris adalah ¥omisarls Irdependen,

b. Untik BPR dengan modal irtl paling sedikit RpS0.000.000.000,00 ivbodal inti BPR per
[lima puluh mikyar ruptah) dan kurang dari RpR0.000.000.000,00 Desember 2017 Ap
[delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan 5 |8567.620.54700.
Komisaris merupakan Komisaris independen,

6] Dewan Komisatis memiliki pedoman dan tata tertib ke:fa termasuk Bedurn memiliki
pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. 5 pedoman dan tata

tertib kerja yang baik,

7} Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Anggats Dewan
Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainmya, atau sebagai 3 Komisaris tidak
Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dany/atau Bank Umum. merangkap jabatan.

&) Mayoritas anggeta Dawsan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga Anggota Dewan
atau semenda sampal dengan dirajat kedua dengan sesama anggota 3 Komisaris tidak
Dewan Komisaris atau DireksL. i fiki hubungan

kefuarga.

9} Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan Belum mempunyal
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan Komisaris Independen.
keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau 5
pemegang saharm pengendali atau hubungan lain yang dapat
mempengarubl kemampuannya untuk bertindak independen.

| lumlah jawaban pada Skala Panerapan axl lbx? | cx 39 d x-: Elii
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan - a7 16 135
Tatal nilai untuk seluruh Skala Penerapan 163
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumish pertanysan 51:9 18.7

3.1

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata ¥elola [S): 50%
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Mo Kriteria/Indikator SB B =] K TB
{1 t2) (21 (4 (5 i
2| Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawah Dewan Komisaris
B. _Proses Penerapan Tata Kelola [P)

10} Dewan Komisaris telah melaksanzkan pengawsesan terhadap Dewan Komisars
pelaksanaan tugas dan tanggung jawah serta membarikan rasihat behsm maksimal dalam
kepada Direksi, antara kin pemberian rekomendasi atau nasihat 5 {melaksanakan
tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuzn BPR termasuk prinsip pENgFWasan.

| kehati-hatian. N
11) Dalam rangka melakukan hugas pangawasan, Kamisaris mengarahkan, Dewan Komisaris
memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. belurn mengarahkan,
memantau dan
g |mengevaluasi
pelaksanzan kebljakan
strategis BPR dengan
optimal.

12} Dewan Komisaris tidak teribat datam pengambilan keputusan kegiatan Dewan Komisaris
operasicnal BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkadang terlibat
terkalt sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas " dalam pengambilan
mzksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan | keputusan kegiatan
datam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi eperasional BPRL
pengawdasan.

13} Cewan Komisaris memastikan babwa Direksi menindaklanjuti temuan Dewan Komisaris
audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas 1258 Keuangan, brelum optimal dalam
dan/atay hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan 4 menerapkan
meminta Direksi untuk menyamgaikan dokurmen hasil tindak lanfut pEngawasan.
LEmMuan,

14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup urtuk melaksanakan Dewan Komisaris
tigas dan tanggung jawabnya sacara optimal dan manyelenggarakan Lielurn melaksanakan
Rapat Dewsn Komisarls pallng sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang g [tuees dan tanggung
dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, jawakiya secara

optimal.

15} Pengambilan kaputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis Dewan Komisaris
telah dilakukan berdasarkan musyawareh mufakat atau suara elurm sepenuhnya
terbanyak dalam hal tidak tercapai rmusyawarah mufakat, atau sesual 5 menerapkan
ketentuan yang bariaky dengan menczntumkan dissenting opinion jika misyawarah mufakat.
terdapat perbedaan pendapat.

16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan Anggota Dewan
pribadi, keluarga, dan/stay pihak lain yang merugikan atau Komisaris tidak
mengurangl keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau 3 memanfaatkan BFR
mienerima keurtungan pribadi dari BPR, selain rermunerasi dan fasilitas : untuk kepentingan
ainnya yang ditetapkan RUPS. [pribadi, keluarga,

dan/atau pihak kin,
17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan Anggota Dewan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang Komisaris belum
membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tirdak lanjut 5 |melakukan
pemantauan dengan
baik.

Iumlah jawaban pada Skala Penerapan anl)bx2 '“33 d r; “[255

Hasil perkalian untuk masing-masing Skela Peneragan - 90| 32.0] 12540

Total nilal urtuk seluruh Skala Penerapan 166

Perhitungan rata-rata an dibagh jumilah myaan [P]: & 21

Dikal dengan bobot Proses Panerapan Tata Keloka {P): 40% 8.3




Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelala BPR Mitra Gema Mandiri

Mo Kriteriafindikator 5B B _ECB K ;] KETERANGAN
{1) (#) (3} () (5}
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
18} Hasil rapat Dewan Komisaris dituanghan dalarm risalah rapat dan Belum ada risalah
didokumerntasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions rapat dan
yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada 5  |didokurnentasi yang
seluruh anggota Dewan Komisaris batk.
Jumiah jawaban pada Skala Penerapan axl | bx2 | cx3d | dx4 | ex5
- - T 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan - - - - 25.0
Total nilai untuk selurub Skala Penerapan 25
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumiah pertanyaan [H}: 5 25
Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola [H): 10% 25
Penjumlahan 5+ P+ H 20.13
3.02

Total Penilalan Fzktor 2 Dikallkan dengan bobot Faksor 2: 15%




Laporan Penilalan Sendiri (Seff Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

Mo

Kriteria/Indikator

5B

B

B

K

(1]

£2)

[3)

4]

(5)

KETERAMNGAN

w

rupish)
A, Struktur dan Infrastrukiur Tata Kelola (5]

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Kamite (bagi BPR yang
memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 {delapan puluh milyar

snggota Komite sesual ketentuan

1) BPR telzh memilikl Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan

It Jurntah jawaban pada Skala Penerapan

axl

cxd

[B%]

bul

Hasil parkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk selurh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertamyaan (S):1

Dikall dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (5): S0%

B. Proses Penerapan Tata Kelaka (P)

intern,

fungsi manajemer ristko.
4) Dewan Komisaris memastikan batwa Komite yang dibentuk

pedoman dan tata tertib kerja.

) Kormite Audit melakukan avaluasi terhadap penerapan fungsi sudit

3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasl terhadap penerapan

menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan

Jurnlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

[T

dxd

Hasll perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilal untuk selurub Skala Panerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumish pertanyaan {P): 3

Dikall dengan bobot Proses Pensrapan Tata Kelola [F]: 40%

C. Hasil Penerapan Tara Kelola |H]
5] Komite memberikan rekomendasi terkait peneragan zudit inter

kepada Direksi BPR.

ndan

fungsi manajemen risiko kepada Dewan Kaomisaris urituk tindak lanjut

lumlah jawaban pada Skala Penarapan

axl

bx

cxd

dxd

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penarapan

Total nilai untuk seburuh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagl jumlah pertanyaan {Hj: 1

Dikali dargan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola [H]: 10%

Penjumlaban 5+ P+ H

Tatal Penilaian Faktor 3 Dikalikzn dengan bebot Faktor 3: 0%




Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BFR Mitra Gema Mandiri

Mo Kritesia/indiator 58 B CB K T8 KETERANGAN
{1 | (3] 3 | (4 (5]
4|Penanganan Benturan Kepentingan
A, Strulctur dzn Infrastruktur Tata Kelola {5)

1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur pemyelesaian mengenal Pada tanggal 12
benturan kepentingan yang mengikat satiap pengurus dan pegawai BPR Desember 2017 telah
termasuk administrasi, dokumentasl dan pengungkapan benturan 3 disahkan S0P
kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. Benturan Kepentingan

! jumtah jawaban pada Skala Penerapan gl Sra “3‘3 gnd poets
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan - ] - -

Total nilal unbuk seluruh Skala Penerapan 9

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertaryaan {5):1 9.0

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola {5): 50% 45
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2] Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, Koordinasi antara
anggata Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang Dewan komisaris,
dapat merugikan atau mengurang keuntungan BPE, atau tidak 4 Direksi dan Pejabat
mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut. Eksekutif masih kurang

optimal.
e, Iumlzh jawakan pada Skala Penerapan a]fl b:::Z :3_:3 d"“: Eff‘
|| Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan - 5 E w0 -
Taotal nilal untuk sefuruh Skala Penerapan 16
Perhitungan rats-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan [Pl:1 16
Dikall dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40% 6.4
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H}

3] Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi Belum terdokumentas]
keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah 5 |dengan baik.
terdokumentasi dengan baik.

Jumiah Jawaban pada Skala Penerapan axl | bx2 | ex3 | dx4 | 8x 55
Hasil perkalian untuk masing-masing Skaka Penerapan - . - - 25.0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan _15
Perhitungan rata-rata dengan dibagl jumlah pertaryaan (H: 1 5
Dikall dengan bobot Hasll Panerapan Tata Kelola {H): 1N% 25
PenjumlahanS+ P+ H 13.40
Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4: 10% 134




Laporan Penilaian Sendirl (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

Mo Kriteria/Iindikator SB B [:] K T8 KETERANGAN
(1) 12) (31 (4} (3}
& |Penerapan Fungsi Kepatuhan
A.  Struktur dan Infrastrukiur Tata Kelola (5)

1} BFR dengan medal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 {lima puluh

miilyar rupiak):

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memanuhi

persyaratan paling sedikit urtuk:

a. tidak meranghkap sebagai Direktur Utama;

b, tidak mambawahkan bidang operasional penghimpunan dan

peryaluran dana; dan

e, mampu bekerja secara independen.

BFR dengan modal inti kurang dari RpS0L000.000.000,60 (lima puluh

milyar rupiah):

Anggota Direks| yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak Belum ada anggota

menangani penyaluran dana. 5 [rireksi yang
menmsbawahkan Fungsi
Kepatuhan.

2) Anggota Direks| yang membawahkan fung= kepatuhan memahami Belum ada anggota
peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan . Direksi yang
lain yang berkaitan dengan perbankan. membawahkan Fungsl

Kepatuhan.
PR dengan modal inti paling sedikit Rp50.00:0.000.000,00 {lirma puluh
millyar rupiahj:
pelaksanaan fungst kepatuban dilakukan dengan membentuk satuan
ker|a kepatuhan yang Independen terhadap satuan kerja atau fungsi
operasional.
BPR dengan modal inti kurang dar RpS0.000.000,000,00 (lima pulub
miilyar ruglah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Telah ditunjuk Pejabat
Eksekutlf yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap 3 Eksekutif yang
satuan kerja atau fungsi operasional rmenangani Fungsi
Kepatuhan.

4} Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani flngsi Prjabat Ekseloutif yang
kepatuhan meryuesun danfatau mengkinikan pedoman kerja, sistem, menargani Fungsi
dan prosedur kepatuhan Kepatuhan belum

i maksimal dalam
menyusun dan/atai
mengkinikan
pedoman.

5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan Secara spesifik belum
tanggung Jawab bagi satuan kerja kepatuhan ateu Pejabat Eksekutif ada ketentuwan yang
yang menangani fungsi kepatuhan. mengatur mengenai

a tugas, wewenang dan
tanggung jawakb PE

| Fungsi Kepatuhan
|— Jumiah jawaban pada Skala Penerapan axl} bx2 '”33 d"; exl.!';
Hasil ian uniuk masing-masing Skala Penerapan - - 9 32 50
Tatal nilai untuk seluruh Skala Penafapan 91
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyasn |5):5 18.2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastultur Tata Kelola [5): 50% 9.1




Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

Mo ¥riteria/indikator 5B B CB ¥ TB
STl m ] e
5| Penerapan Fungsi Kepatuhan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (F)

5] Anggota Direks yang membawahkan fungsi kepatuhan menstapkan Belum ada anggota
lzngkah-langkah yang dipariukan untuk memastikan BPR telah Direks yang
rmemmenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan 5 membawahkan Fungsi
perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Repatuhan,

(toritas lasa Keuangan dan otoritas lainnya.

7)  Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan Bedum ada anggota
upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara 5 Direksi yang
lain melzlui sosialisasi dan pelatihan katentuan terkini. marnbawahkan Fungsi
Kepatuhian,
&)+ Anggota Direksi yang mambawahkan fungsi kepatuhan memantau dan Belum ada anggota
menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat alzh Direksi yang
BPR kepada Otoritas lasa Keuangan termasuk melakukan tindakan membawahkan Fungsi
pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi 5 |Eepatuhan.
BER yang memyimpang darl ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan.
8 Setuan kerja kepatuhan atau Pejebat Eksekutif yang menangani fungsi Pejabat Eksekutif yang
kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, menangani Fungsl
dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai Kepatuhan belum
dengan ketentuzan Otoritas Jasa Keuangan dan paraturan perundang- 4 optimal dalam
undangan. minjalankan tugas,
[wewenang serta

tanggung jawabmya.

10) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi PE Fungsi Kepatuhan
kepatuban melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian belum maksimal dalarm
dan penyemparnzan kebijakan, katentuan, sistem maupun prosedur melakukan review
yarg dimiliki oleh BPR agar sesual dengan ketentuan Ooritas Jasa danfatau pengkinian
Keuangan dan peraturan perundang-undangan. serta menyempurnaan

4 kehijakan agar sesuai
dengan ketentuan QJK
dan peraturan

‘perundms—ml:ian.gan.

Jurrlah jawaban pada Skala Penerapan sxd | bx2}end fdx ; “:5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan - - - 32.0| 750
Tota! nikal untuk selurih Skals Penerapan 107
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertamyaan [Pl 5 21

Dikall dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (F): 40% 8.6




Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment ) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

Mo Kriteria/Indikator 1] B ;] K T8 KETERANGAN
(1) (2} {3 [+ (5}
5| Penerapan Fungsi Kepatuhan
. Hasll Penerapan Tata Keiola (H)
+11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. Belum optimal
M maenurunkan tingkat
pelanggaran terhadap
ketentuan,

12} Anpgota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampalkan Belum ada anggota
laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direksi yang
Cirekiur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal 5 menbawahkan fungsi
anpgota Direksi yang membawahkan fungs kepatuhan adalah Direktur kepatuhan
Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Kemisaris.

13) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsl Kepatuhan menyampaikan Belum ada anggota
laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat Dirgksl yang
kehilakan atau keputusan Direks yang menyimpang dari peratisran 5 mambawahkan fungsi
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peratisran perundang-undangan lain, kepatuhan.
sesua ketentuan Otoritas lasa Keuangan.

Juralah jawaban pada Skala Penerapan ax1|bx2|ce3 ] dx 1 = xj:
Hasil perkalian untuk masing-masirg Skala Penerapan - - - 16.0 | 50.0
Total nilai untuk selurub Skala Penerapan 56
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlsh pertamyazan {H):3 22.00
Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kebola (H): 10% 2.3
penjumizhan 5+ P+ H 19.86
Tatal Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Fakter 5: 10% 1.99




Laparan Penilaian Sendiri {Self Assessment ) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gerna Mandiri

Mo Kriteria/Indikator 5B B CB K T8
m o) 5 ) KETERANGAN
&|Penerapan Fungsi Audit Intern
A, Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola [5)

1] BPR dengan modal inti paling sedikit RpS0.000,000.000,00 {lima puluh

milyar rupiah):

BPR merniliki Satuan Kerja Audit intern (SKATL.

BFR dengan modal inti kuirang dari Rp&0.000.000.000,00 {lima puluby

rmilyar rupizh):

BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawal terhadap BFR memilili Pejabat

pelaksanaan fungsi audit intern. Eksekutif yang

3 bertanggung jawab

rerhadap pelaksanaan
Fungst Audit Intern.

2) %KAl atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan talah Belum memiliki
memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur pedaman atau
urtuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan % prosedur bagi auditor
perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan intern dalarm
Dewan Komisaris. melaksanakan

tugasmyE.

3) SKAl atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan SKAl atau PE Fungsi
independen terhadap satuan kerja operasional [satuan kerja tarkait Kepatuhan indeperden
dengan penghimpunan dan peryaluran danal. 3 tarhadap satuan kerja

operasional

4) SKAl atau Pejabat Eksakutlf yang menangani fungsl sudit internal Pejabat Eksekutif yang
bertanggung jawab langsung kepada Direkur Utama, menangan Fungsi

Audit Imternal

3 bertanggung jawab
langsung kepada
Direktur Utama.

E] BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya Pargembangan 300
manuska yang metaksanakan fungsl audit intern. 4 yang melaksanakan

Fumgsi Audit Intern
belum optimal,

! jumlah jawaben pada Skala Penerapan axl | bx2 ] cx 35 k. ': LL ;

Hasil perkalian unbuk masing-masing Skala Penerapan - - 17 16 25
Total nilai untuk selurub Skala Penerapan £8
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumiah pertanyaan [5): & 13.6
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Keiola {5): 50% [ K]




Laporan Penllaian Sendiri {Self Assessment ) Penerapan Tata Kelola BER Mitra Gema Mandir]

No Kriteria/Indikator 5B B Ch K TB
THECNETE RO B E Sk
&|Penerapan Fungsi Audit Intern
B. Prosss Penerapan Tata Kelola [P)

G) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman Belurn ada padoman
audhit intern yang taizh disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur yang disusun oleh BFR
kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mampengaruhi 5 |dalam mensrapkan
kepentingan BPR dan masyarakat. Fungsi Audit Intern

71 BPR dengan modal inti paling sedikit kpS0.000.000.000,00 {lima puluh
milyar rupiahj:

BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji Wang paling Belum pernahi
seslikit 1 {satu] kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap melakukan kaji ulang
standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit 5 |ataupun perbaikan
serta perbaikan yang mungkin dilakulan. atas kelemahan S0P

8]  Pelaksanaan fungsi audit intern (keglatan audit) dilaksanakan secara Pelaksanaan Fungsi
rmemadai dan indepsenten yang mencakup pérsiapan audit, A Audit Intern belurm
penyusunan program audit, pelaksanaan audst, pelaporan hasil audit, maksirnal
dan tindak lanjut hasil audit.

5] BPR melaksznakan peningkatan muty keterampilan sumber daya Balum melaksanakan
(manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan peningkatan muty
fungsi audit intern. keterampilan sumber

5 daya manusia secara
berkala dan
perkelanjutan

Iumlah jawaban pada Skala Fengrapan axl | bx2} cx3 dx"l‘ £ !1:;
Hasll perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan - - 160 ]| 75.0
Total nilal urtuk seluruh Skala Penerapan 91
Perhiturgan rata-rata »an cibagi jurlah pertaryaan {P): 4 22.75
Dikali dengar bobot Prases Penerapan Tata Kelola [P): 40% 9.1




Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR

Mitra Gema Mandiri

MNo Kriteriafindikator 5B B LB K TB
T TR T T T b
Penerapan Fungsi Audit Interm
C. Hasil Penerapan Tata Kelola [H)

10} SKAl atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah Belum ada anggota
menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur 4 direksi yang
Utarma dan Dewan Komisaris dengan termbusan kepada angaota Diireksi membawahkan Fungsi
yang membawahkan furgsi kepatuhan. Kepatuhan.

11) BFR telah manyampaikan [aporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil Telah menyampaikan
audit intern dan aporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada secara berkala laporan
Otoritas Jasa Keuzngan sesual ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. palaksanaan dan

3 pokok-pokok hasil
awdit intern kepada
QK.

12) BRR dengan modal inti paling sadikit Rp50.000.000.000,00 (ima puluh rodal inti BPR per
mikyar rupiah): Desember 2017 Rp
EPR memyampaikan [aporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada 5 {BE7.620.547,.00
Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

13) BPR dengan modal inti paling sedikit Ap50.000.000.000,00 (ima puluh
mityar rupkah):

BFR menyampaikan laperan pengargkatan atau pemberhentian Kepala

SKAl kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

Eeisangan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh

milyar rupiak):

EFR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian BPR menyampaikan
Prjabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanzan laporan pengangkatan
fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuargan sesuai ketentuan 3 atau pemberhentian
Otoritas Jass Kauarngan, Pejabat Eksekutif.
jumlah jawsban pada Skala Penerapan axl] b2} cx 3;5 gx ‘: E 155

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan - 180 16.0] 250

Total nilal untuk seluruh Skala Penerapan 59

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumniah pertarypaan {Hl; 4 14.75

Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola [H): 10% 15

Penjumlzahan 5+ P+ H 17.38

Total Penilaian Faktor 6_Dikalikan dengan bobot Fakbor &: 10% 174




Laporan Penilaian Sendirl (Self Assessment ) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandirl

No Kriteria/indikator sa | B | cB | K | T8 KETERANGAN
(1) (2 3 4] (sl
7| Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BFR dengan patal aset paling sedikit
Fip L0, 000.000.000,00 [sepulub miltyar rupiah)
A Struktur dan Infrastrulktur Tats Kelola [5)

1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Panugasan audit
(KAP) memenuhi aspek-aspak legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup kepada Akuntan Publik
audit, standar profesional akuntan publik, dan kernunikas antara dan Kantor Akuntan
Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. 3 Publik [KAP)

memenuhi aspek-
aspik legalitas.

|| jumish jawaban pada Skala Penerapan axl lox2 jex3 - dxd Jesd
Hasil perkalian untul masing-masing Skala Pensrapan = ) = N
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 5
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan {51 a0
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelala (5): 50% 4.5

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

7} Dalam pelaksanzan audit laporan kewangan BFR, EFR menunjuk Dalam pelaksanaan
Akurtan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas lasa Keuangan serta audit laporan
memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris., keuangan BPR, BFR

3 menunjek Akuntan
Pulslik dan KAP yang
terdafrar di Otoritas
Jasa Keuangan.

3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada EFR telah melaporkan
Otoritas Jasa Keuangan. kepada OIK.

Jumlah [awaban pada Skala Penerapan axl |bxl Icx3 - dxd {ex5
Hasil E[icahan wntuk masing-masing Skala Pensrapan - - 8.0 = -

Total nilal untuk seluruh Skala Penerapan )

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan [P): 2 5

Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola {F): a0k 18
€. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4] Hasil audit dan Management letter telah manggambarkan Hasil audit dzn
permasalahan BPR dan dissmpaikan secara tepat waktu kepada BPFR Management letter
oleh KAP yang ditunjuk 3 telan menggambarkan

permasalahan BPR.
5] Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang linghup audit Cakupan hasil awdit
sebagaimana diztur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. = paling sedikit sesuai
dengan ruang lingkup
audit.

Jurniah jawahban pada Skala Penerapan axl ] bx2}c “36 dadi) wx5

Hasil perkallan untuk masing-masing Skala Penerapan - - 18.0 - -

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 18

Perhiturgan rata-rata dengan dibagi jumizh pertanyaan (H): 2 g

Dikali dengan bobot Hashl Penerapan Tata Kelola [H): 10% 0.9

Penjumlahan s+ P+ H 7.20

Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobet Faktor 7: 2.5% 0.18




Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment ) Penerapan Tata Kelala BER Mitra Gema Mandiri

Mo Kriteriafindikator 3] B CH K TH KETERANGAN
(1) ] E]] (4} (5]
8| Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern
4. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (5]
1) BPR dengan modal Inti paling sedikit Fipdi).0040.000.000,00 (delapan
pulub milyar rupiah)
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan keda
Manajemen Risiko;
BPR dengan modal intl paling sedikit RpS0.000.000.000,00 (ima puluh
milyar rupiah) dan kurang dari RpB0.000.000.000,00 {delapan pulub
rrilfyar rupiah)
BPR telah membeniuk satuan kesja Manajermen Risiko;
BFR dengan modal inti kurang dari RpS0.000.000,000,00 {fima puluh
millyar rupiah):
BPF telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yarg bertanggung BPR pada tahun 2017
|awab tarhadap penerapan fungsi Managemen Risika, Belum menunjuk PE
5 yang bertangeung
jawab terhadap
Penerapan Fungsi
hManajemen resiko.
2] BPR memiliki kebijakan Manajermen Risiko, prosedur Manajemen BPR telah memiliki
Risiko, dan penetapan limit Ristko srandar Operasional
|Prosedur Manajemen
3 Resiko yang telah
diszhkan pada tanggal
27 Desember 2017.
3) BPR memiliki kebljakan dan prosedur secara tertulis menganal BER telah mamiliki
pengeludaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesual standar Operasional
ketentuan. Prosedur Manajemen
3 Resiko yang telah
disahkan pada tanggal
27 Desember 2007,
Jumiah jawaban pada Skala Penerapan axl} bx2 EHEE dfl 911:55
Hasil perkalian untuk masing-rasing Skala Penerapan - - 18 - i5
Total nilal untuk selurub Skela Penerapan 43
Perhitungan rata-rata dengan dibagi junizh pertanyaan (5): 3 143
Dikall dengan bobot Strukiur dan Infrastuktur Tata Kelola [5): 50% 7.2




Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment ) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

Mo Kriteria/Indikator 58 B CB K T8 KETERANGAN
{1) (2} {3 (4] (5}
2| Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian intern
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P}
4] Direksi:
a. menyusun kebijakan dan pedoman panerapan Manajemen Risiko Telah disusun
secara tertulis, dan 3 pedorman penerapan
Manajemen Resiko.
b, mengevaluzsi dan memutuskan transaksi yang memeriukan Evaluasi belum
persetujuan Direksi, 4 dilaksanakan dengan
maksimal.
5}  Dewan Komisaris:
a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemean Risika, Betum dilakukan
5 |evaluasl kebijakan
Manajernen Reslko.
b, mengevaluasi pertanggungawaban Direksi atas pelaksanaan Belum dilakukan
kebijakan Manajemen Risiko, dan evaluasi pertanggung
jawaban Direks| atas
5 |pelaksanaan kebijakan
Manajemen Resiko.
. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan Belum dilakukan
dengan transaksl yang memer|ukan persetujuan Dewan Kiomisaris. 5 |evaluasi
6] BFR melakukan proses Identifikas, pengukiran, pernantauan, dan Belum dilakukan
pargendalian Risiko terhadap saluruh faktor Risiko yang bersifat 4 |cecara maksimal
material.
7] BFR menerapkan sistem pangendalian intern yang memyeluruh. 4 Belum menyeluruh
&) BPR manarapkan manajemen risiko atas selurub risiko yang diwajibkan BaelLimy e pian
cosuai ketentuan Otoritas fasa Keuangan. MManjemen Resiko atas
g |selurwh resico sesual
ketentuan 0K
g3) BFR memiliki sistem infarmasi yang memadai yaitu sistern informasi Belurm maksimal
manajemen yang marmpu menyediakan data dan informasi yang 4
lengiap, akurat, kini, dan utuh.
10) Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajerman risiko Belum melakukan
pada seluruh jenjang organisasi dwn peningkatan kompetensi sumber pengembangan
tlaya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau soslallsasi 4 budaya Manajemean
mengenal manajemen risio. Resiko pada seluruh
hagian.
|umlah jawaban pada Skala Penerapan ax1 Ibx2 lexd ldxd jexd
- - 3 20 20
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan - - 00| 80.0) 1000
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 139
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jurnlah pertaryaan {P): 7 27,00
Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola [F): 40% 10.8




Laporan Penilaian Sendiri {Self Assessment ) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

Mo Kriteriafindikator SB B [s:] K T8 KETERANGAN
| @ | (3 [ @] )
Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian intern
€. Hasil Penerapan Tata Kelola {H}
11) BPR manyusun laparan profil risiko dan profil fsika lain (jlka ada) yang EPR beburm menyusin

dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuat ketentuan Dtoritas laparan Profil Resiko

Jasa Keuangan. 5 dan Profil resiko lain
yang dilaporkan
kepada OIK

17] BPR menyusur [aporan produk dan aktivitas baru yang diaporkan BFR belum mermyusun

kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoditas Jasa laporan Produk dan

Kauangan. 5 Aktifitas Bary yang
dilaporkan kepada OJK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bwxd  cx3ldulle "Til

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan - = = 50.0

Total nilai untuk seturub Skala Penerapan 50

Perhitungan rata-rata dengan dibagl jumnlah pertanyaan {H): 2 25.00

Dikali dengan bobot Hasil Pererapan Tata Kelola (H]: 10% 25

Penjumiahan 5+ P+ H 20.47

2.05

Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8: 10%




Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessme nt) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Germa Mandiri

Mo Kriteriafindikator - ] B Ch K TB KETERANGAN
(1] (2} {3} 4] %)
Batas Maksimum Pemberian Kredit
B, Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5)

1] BFR telah memiliki kebijakan, sistern dan prosedur tertulis yang Tldak memiliki
memadai terkait dengan BMPK tarmasuk pemberian kredit kepada kebijakan, sistem dan
pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitorlng prosedur tertulis yang
dan penyelesaian masalahmyz sebagai bagian atau bagian terplsah dari memadal terkait
pedoman kebiakan parkreditan BPR. dengan BMPK.

| umlah jawaban pada Skaia Penerapan axl|bx2lcxd|dud{ex 55
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan - - 25
Total nilal untuk seluruh Skala Penerapan 25
Parhitungan rata-rata dengan dibagi jurnlah pertaryaan 15): 1 25.0
Dikali dengan bobet Struktur dan Infrastulktur Tata Kelola [5): S0% 125

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2} BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem Kurang optimal
dan prosedur BMPK agar disesuaikan dangan peraturan perundang- mengevaluasi dan
undangan. 4 mengkinikan

kebijakan, sistem dan
prosedur BMPE.
3) Proses pemberian kredit oleh BFR kepada pihak terkait dan/atau Proses pemberian
permberian kredit besar telah memenushi ketentuan Otoritas Jasa kredit kurang
Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian 4 memenuhi ketentuan
maupun peraturan perundang-urdangan. Otoritas lasa
Keuangan tentang
BMPK.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl | bx2 | cx3 l:!x-; gxs

Hasll perkalian unkuk masing-masing Skala Penerapan - - 312.0 -

Total nilal untuk seluruh Skala Penerapan 32

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertaryaan 1P): 2 16

Diksli dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola [F): 40% 64

. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada plhak terkalt dan/fatau Laporan pemberian
pemberian kredit yang melarggar dan/atau melarmpaui BMPEK telah kredit oleh BPR yang
disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara e melampaui BMPK
benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. kurang diperhatikan,

) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPE sesual keberibuan Beberapa kali
Choritas Jasa Keuangam. 4 melanggar dan/atau

melampaui BMPE.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl | bx2 | cx3 :t:a; gx5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Pene n - - - 32.0 -
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan iz
Perhitungan rata-rata d diba milah pertanyaan (H]: 2 16
Dikall dengan bobaot Hasil Penerapan Tata Kelola (H]: 10% 1.6
Penjumlahan 5+ P+ H 20.50

1.54

Total Penikaiar: Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 3 7.5%




Laporan Penilaian Sendiri {Self Assessment | Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema tlandiri

Mo Kriteria/Indilkator 5B B CB ¥ TB KETERANGAN
{1} 2] (31 14 {5)
10|Rencana Blsnis BPR
. Struktur dan Infrastruktur Tata Kalola (5]

1) Rencana bisnis BPR belah disusun oleh Direksi dan disatujul obeh Dewan Rencana bisnis BPR
Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. 4 belwm diswsun dengan

baik.

7) Rencana bisnis BPR menggambarkan rancana strategls jangka panjang Belum bisa
dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelasaian menggambarkan
permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesul ketentuan 4 Tencana sirategs
Otoritas lasa Keuangan. jangka panjang dan

rencana bisnis
tahunan.

3] Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam 4 Rencana bisnis tidak
rangka memperkuat permodalan dan infrastuktur yang memadai didukung sepenuhinya
antara sumber daya manusia, teknologi, informasi, Jaringan kantor, oleh pemegang seham.
kebijakan dan prosedur.

L lumizh jawaban pada Skala Penerapan axilbx2lcx3ld x:z LLE
Hasil perkallan urtuk masing-masing Skala Penerapan - 5 a8 -

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 48

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumiah arwaan (5]: 3 i6.0

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola {5): 50% 20

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
4) Rencana bisnis BPR disuswn dengan mefpertimbangkan paling sedikit: Rencana bisnis BPR

bedum disusun dengan
Eaik.

a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi 4

ketangsungan usaha BPR;

b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-natian; dan

€. penerapan manajemen risika.

5} Dewan Komlsaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 4 Dewan Komisaris

rencana bisnis BPR, belum melaksanakan
pengawasan dengan
baik.

lumnlsh jawaban pada Skala Penerapan axl | bx2 | cxd d*z Lt

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan = - | = 16.0 = &

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan i6

Perhiturgan rata-rata dengan dibagl jumlah pertamyaan (P=2 8

Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola [P): 40% 3.2

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
B) Rencana bisnis termasuk parubahan rencana Bisnis disampaikan Pada tahun 2017 EPR
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesual ketentuan Otoritas lasa belum pernah
Keuangan. eny armalkan
rencana bisnis
4 termasuk perubahan

rencana bisnis kepada
Crtoritas Jasa
keuangan.

Jumiah jawaban pada Skala Penerapan axl | bx2 | cx3 dni ex5

Hasll perkalian untuk masing-masing tkala Penerapan = - 16.0 -

Total nilal untuk seluruh Skala Penerapan 16

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumiah peramsan {H:1 16

Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10% 16

Penjumizhan5+ P4+ H 12.80

Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10- 7.5% 0.96




Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment ) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No Kriteria/indikator 58 B CB K 1B KETERANGAN
(1) (2} 13 (4] (5}
11| Transparansi Kendisi Keuangan dan Non Keuangan
A, Struktur dan Infrastruktus Tata Kelola (5]

1} Tersedianya sistem pelaporan keuangzn dan ron keuangan yang Tersedia sistem
didukung oleh sistern informasi manajemen yang memadai sesual pelaporan kewangan
ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk 3 dan non keuangan,
menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan ututh.

L {jumiah jawaban pada Skala Penerapan axl | bx2 :xag dxd | ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan - g - -
Total pital untuk sefuruh Skala Penarapan E]
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (5): 1 9.0
Dikall dengan bobot Struktur dan Infrastuldur Tata Kelola {5): 50% 45
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2] BPR memyusun laporan keuangan publikasi setiap triwudanan dengan BPR menyusun lapoeran
materi paling sedikit memuat laporan kewangan, Informasi labnnya, 3 keuangan publikasi
susunan pergurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan wetiap triwulanan,
Otoritas Jasa Kevangan.

3} BPR memyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat BFR menyusun lporan
informasl umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas tahunan.

{1noran keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh espek E
transparansi dan informasi, serta selurub aspek pengungkapan sesual
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4] BEPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan BPR melaksanakan
dan,/atau penggunaan data nasabah BFR dengan berpedaman pada N transparansi informas.
persyaratan dan tata cara sesuad ketentuan Ctoritas Jasa Kewangan
5} BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan BPR memmyusun dan
cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuwangan. 3 menyajikan laporan
sebagaimana diatur
dalam ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl L hxd ”131 dxd 'T 2

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Peneragan = - 36.0 - -

Tokal nilad untuk seluruh Skala Penerapan 36

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jurntah pertany&an {P}: 4 g

Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelofa (P): 40% 3.6

€. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

g} Laporan tahunan dan laporan keuangan publikas ditandatangani Laporan tahunan dan
paling sedikit oleh 1 (satu} anggota Direksl dengan mencantumkan laporan keuangan
nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat wizktu publikasi
kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublisasikan sesual ] ditandatangani paling
hetentuan Ctoritas Jasa Keuangan, sedikit oleh 1 [satu)

anggota Direksi

71 Laporan penanganan pengaduan dan peryelesaian pengaduan, dan Laporan penangaran
laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan peryelesaian pengaduan dan
pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu, | peryelesaian

3 pengaduan
disampalkan sesul
ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penaragan axl] bui r'”;:_ dzdl sxs
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan = - 12.0 -

Total nilal uptuk seluruh Skala Penerapan 18
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumiah pertanyaan [H): 2 )
Dikali dergan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H]: 10% 0.9
Penjumizhan 5 + P+ H 9.00
Total Perdlaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10: 7.5% 0.68




Berdasarkan hasil Penilaian Sendiri (self assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema
Mandiri Tahun 2017 nilai komposit 1,95 atau dengan predikat baik dimana rincian peringkat
masing-masing faktor serta nilai komposit hasil Penilaian Sendiri (self assessment) adalah

sebagai berikut :
' No ~ Faktor [ Bobot | Peringkat | Nilai 1
1 | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi 20 | 273 055 |
7 | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan 15 3.02 045
komisaris
3 | Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi 0 0 0
komite
4 | Penanganan benturan kepentingan 10 1.34 0.13
5 | Penerapan fungsi kepatuhan BFR 10 1.99 0.20
6 | Penerapan fungsi audit mtern 10 1.74 0.17
7 | Penerapan fungsi audit ekstern D 0.18 0.00
8 | Penerapan manajemen risiko termasuk sistem 10 2.05 0.20
| | pengendalian intern
| © TBatas maksimum pemberian kredit 7.5 1.54 0.12
' l<encana bisnis BPR . 7.5 0.96 007 |
11 | Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, 7.5 0.68 0.03
| serta pelaporan internal
Nilai Komposit 100 16.22 .
Predikat | Baik
Kesimpulan :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

2. BPR belum bisa memenuhi ketentuan mengenai juinlah anggota Direksi paling

sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur
yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, karena salah satu anggota Direksi
sedang dalam proses pengajnan untuk Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada
Otoritas Jasa Keuangan.

. Ketentuan mengenai seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan

Kepatutan pada tahun 2017 belum bisa Jdipenuhi BPR karena salah satu anggota
Direksi sedang dalam proses pengajuan di Otoritas Jasa Keuangan.
Direksi kurang maksimal dalam menindaklanjufi temuan Audit dan Rekomendasi

dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan

hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas
lain.

_ Direksi belum bisa membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam

rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini
terkait bidang keuangan/lainmya yang mendukung pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain



h.

dengan peningkatan keikutsertaan pagawai BPR dalam pendidikan/pelatihan
dalam rangka pengembangan kualitas individu.

Pengimplementasian kompetensi anggota Direksi belum maksimal dalam
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya antara lain pemahaman atas ketentuan
mengenai prinsib kehati-hatian.

Direksi belum memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggoia
Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja. waktu kerja, dan peraturan
rapat.

Direksi kurang optimal dalam mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai
mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.

Belum ada risalah hasil rapat Direksi serta dokumentasi yang baik, termasuk
pengungkapan sacara jalas berpedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi,
serta dibagikan kepada seluruh Anggota Direksi.

Belum terlihat adanya peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan
anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengeloalan BPR yang ditujukan
antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang
dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ckspektasi stakeholders.

7. Pelakasanaan Tugas da Tanggung Jawab Dewan Komisaris

.

Ketentuan yang menyebutkan bahwa BPR dengan modal inti kurang dari Rp
50.000.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah) harus mempunyai jumlah anggota
Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang belum bisa dipenuhi BPR karena
salah satu anggota Dewan Komisaris sedang dalam proses pengajuan Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan pada Oitoritas Jasa Keuanagar.

Qespai ketenman jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah
anggota Direksi belum bisa dipenuhi oleh BPR.

BPR belum bisa memenuhi ketentuan bahwa selaruh anggota Dewan Komisaris
telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan, karena salah satu anggota Dewan
Komisaris sedang dalam proses pengajuan di Otoritas Jasa keuangan.

BPR pada per bulan desember 2017 memiliki modal inti sebesar Rp
867.620.547,00 sehingga belum wajib memiliki paling sedikit satu anggota
Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen.

Dewan Komisaris belum memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk
pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

Dewan Komisaris belum bisa optimal dalam melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi
antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan
pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsib-prinsib kehati-hatian.

Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, sepanjang tahun 2017 Dewan
Komisaris belum bisa mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan strategis BPR.



h. Dewan Komisaris seringkali terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan
operasional BPR.

i, Dewan Komisaris belum optimal dalam memastikan bahwa Direksi
menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas
Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan
meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindal lanjut temuan.

j. Dewan Komisaris belum melaksanakan secara optimal dalam menyediakan
waktu yang cukup untuk menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadini oleh seluruh anggota
Dewan Komisaris.

k. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis belum
mencerminkan musyawarah mufakat atau svara terbanyak dalam hal tidak
tercapai musyawarah mufakat, atau sesupai ketentuan yang berlaku dengan
mencantumkan adanya perbedaan pendapat jika ada.

l. Anggota Dewan Komisaris belum melakukan pemantauan dengan baik terhadap
laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang
memerlukan tindak lanjut.

m. Hasil rapat Dewan Komisaris belum dituangkan dalam risalah rapat dan di
dokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk perbedaan pendapat yang
terjadi jika ada, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
a. Tidak ada penilaian karena BPR belum memiliki modal inti paling sedikit Rp
80.000.000,000,00 (delapan puluh milyar rupiah)

4, Penanganan Benturan Kepentingan

a. Kurangnya Koordinasi dalam hal terjadi benturan kepentingan antara anggota
Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif sehingga diharapkan
tidak merugikan atan mengurangi keuntungan BPR, dan tidak mengeksekusi
transaksi yang memiliki benturan kepentingan.

b. Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan
BPR belum diungkapkan dalam setiap keputusan dan belum terdokumentasi
dengan baik.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan

a. Ketentuan mengenai BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00
(lima puluh milyar) yang wajib mempunyai Direksi yang membawahkan Fungsi
Kepatuhan belum bisa dipenuhi oleh BPR Mitra Gema Mandiri.

b. Ketentuan mengenai Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memahami
peraturan Otoritas Jasa Keuvangan dan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan perbankan belum bisa dipenuhi BPR karena belum ada Direksi
yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.



Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangan Fungsi
Kepatuhan belum optimal dalam menyusun dan/atau mengkinikan pedoman
kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
. BPR belum memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung
jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi
Kepatuhan.
. Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan belum ada sehingga
belum ada ketetapan mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada
Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
Belum dilakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR
diantaranya melalui sosialisai dan pelatihan ketentuan terkini karena Direksi yang
membawahkan Fungsi Kepatuhan belum ada.
. Belum adanya Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sehingga
pemantauan dalam menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang
dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan belum maksimal. Termasuk
belum optimalnya pemantauan dalam menjaga serta mencegah apabila terdapat
kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
. Pejabat Eksckutif yang menangani Fungsi Kepatuhan beluk optimal dalam
memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta
kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa
Kenangan dan peraturan perundang-undangan.
Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menagani Fungsi
Kepatuhan belum melakukan review dan/atav merekomendasikan pengkinian dan
penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki
BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas jasa Keuangan dan peraturan
perundang-undangan.
BPR belum optimal dalam menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
BPR belum mempunyai Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sehingga
belum menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara
berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
BPR belum mempunyai Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sehingga
belum menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila
terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



6. Penerapan Funsi Audit Intern

a.

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan belum memiliki
dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur unfuk melaksanakan
tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui
oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

BPR belum memiliki progam rekrutmen dan pengembangan sumber daya
manusia vang melaksanakan fimgsi audit intern.

BPR belum menerapkan fungsi audit intern karena pedoman audit intern belum
disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung
diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.

BPR belum pernah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar
pelaksanaan fungsi andit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang
mungkin dilakukan.

BPR belum melakukan peningkatan mutu ketrampilan sumber daya manusia
secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
SKAl atau Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan belum
menyampaikan laporan pelaksanaan audit mniern dengan tembusan kepada
anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan karena BPR belum
mempunyai anggota Direksi yang membawahkan F ungsi Kepatuhan.

Modal inti BPR Mitra Gema Mandiri per Desember 2017 Rp 867.620.547,00,
sehingga BPR belum menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstem
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Ctoritas Jasa Keunangan.

7. Penerapan Fungsi Audit Ektern

a.

BPR Miira Gema Mandiri selama tahun 2017 telah menerapkan Fungsi Audit
Ekstern dengan baik sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam
ketentuan Otoritas Jasa Kenangan.

8. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

a.

b.

BPR Mitra Gema Mandiri pada tahun 2017 belum menunjuk Pejabat Eksekutif
yang bertanggung jawab terhadap penerapan Fungsi Manajemen Resiko.
Evaluasi dan keputusan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi belum
dilakukan secara optimal oleh BPR.

BPR belum mengevaluasi kebijakan Manajemen Resiko.

BPR belum melakukan evaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan
kebijakan Manajemen Resiko.

BPR belum mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan
dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

BPR Mitra Gema Mandiri belum melakukan proses identifikasi, pengukuran,
pemantauan, dan pengendalian Risiko tethadap seluruh faktor Risiko yang
bersifat material.



BPR belum menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh.

BPR belum menerapkan Manajemen Resiko atas seluruh risiko yang diwajibkan
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR belum memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi
manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat,
kini, dan utuh,

Direksi belum melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh
jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain
melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.

BPR belum menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain yang dilaporkan
kepada Otoritas Jasa Kevangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR belum menyusun laporan produk dan aktifitas baru yang dilaporkan kepada
Otoritas Jasa Kenangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit

a.

BPR tidak memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait
BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau
debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian
atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.

BPR masih kurang optimal mengevaluasi secara berkala dan mengkinikan
kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan.

Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian
kredit besar belum memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Kevangan tentang BMPK
dan memperhatikan prinsib-prinsib kehati-hatian maupun peraturan perundang-
undangan.

Laporan pemberian Kredit oleh BPR kepada pihak terkait dzn/atan pemberian
kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK kurang diperhatikan
menyampainya kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Kenangan.

Beberapa kali BPR melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

10. Rencana Strategis BPR

.

b.

Rencana Bisnis BPR belum disnsun dengan baik oleh Direksi dan kemudian
disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.

Rencana Bisnis BPR belum menggambarkan rencana strategis jangka panjang
dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR
yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Rencana Bisnis BPR tahun 2017 belum didukung sepenuhnya oleh pemegang
saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai



antara sumber daya manusia, teknologi, informasi, jaringan kantor, kebijakan dan
prosedur

Rencana Bisnis BPR belum disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit 3
faktor vaitu, faktor eksternal dan intemal yang dapat mempengaruhi
kelangsungan usaha BPR, azas perbankan yang sehat serta prinsib kehati-hatian,
penerapan manajemen risiko.

Dewan Komisaris belum optimal dalam melaksanakan pengawasan (erhadap
pelaksanaan rencana bisnis BPR.

Pada tahun 2017 BPR belum pernah menyampaikan rencana bisnis termasuk
perubahan rencana bisnis yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.,

11. Transparansi Kondisi Kevangan dan Non Keuangan

i

Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh
sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber
daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat,
kini, dan utuh.

BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi
paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus
dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi
umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan
tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta
seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau
penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata
cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan
sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit
oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta
disampaikan secara lengkap dan tepat waktn kepada Otoritas Jasa Keuangan
dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan penanganar pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan
pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan
sesual ketentuan secara tepat waktu.



